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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan yang sudah diiuraiikan sebelumnya terkaiit 

dengan pertanggungjawaban piidana terhadap penghakiiman melaluii mediia 

soisiial (Triial by Mediia Soiciial), antara laiin sebagaii beriikut: 

1. Praktiik penghakiiman melaluii mediia soisiial (triial by soiciial mediia) 

berupa tiindakan merekam, mengunggah, dan menyebarkan iinfoirmasii 

yang menuduh seseoirang melakukan tiindak piidana sebelum adanya 

putusan pengadiilan yang telah berkekuatan hukum tetap merupakan 

bentuk penghukuman oileh publiik yang tiidak sejalan dengan priinsiip 

asas praduga tiidak bersalah. Perbuatan tersebut juga dapat memenuhi i 

unsur tiindak piidana tertentu sebagaiimana diiatur dalam hukum piidana 

poisiitiif Iindoinesiia apabiila terpenuhii syarat-syarat yang diitentukan oileh 

peraturan perundang-undangan. Perbuatan penghakiiman yang 

diilakukan melaluii mediia soisiial pada dasarnya bertentangan dengan 

perliindungan terhadap hak dasar setiiap iindiiviidu, khususnya hak atas 

kehoirmatan, nama baiik, martabat, dan priivasii. Selaiin iitu, tiindakan 

tersebut juga mengabaiikan hak seseoirang untuk tetap diiperlakukan 

sebagaii subjek hukum yang tiidak dapat diianggap bersalah sebelum 

adanya putusan pengadiilan yang telah memiiliikii kekuatan hukum tetap. 

Dalam kerangka hukum piidana poisiitiif dii Iindoinesiia, koinstruksi i 

hukumnya dapat diiuraiikan secara spesiifiik. Pertama, berdasarkan 

Undang-Undang Noimoir 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas 

Undang-Undang Iinfoirmasii dan Transaksii Elektroiniik, perbuatan 

penghakiiman melaluii mediia soisiial tersebut dapat diikualiifiikasiikan 

sebagaii tiindak piidana penyerangan kehoirmatan atau nama baiik melaluii 

siistem elektroiniik sebagaiimana diiatur dalam Pasal 27A. Perbuatan 

tersebut dapat diikategoiriikan telah memenuhii unsur tiindak piidana, yaiitu 
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adanya tiindakan yang diilakukan secara sengaja untuk menyerang 

kehoirmatan atau nama baiik seseoirang melaluii kegiiatan 

mendiistriibusiikan, mentransmiisiikan, maupun menyebarkan iinfoirmasi i 

elektroiniik yang dapat diiakses atau diiketahuii oileh masyarakat secara 

luas. Selaiin iitu, apabiila iinfoirmasii yang diisebarluaskan memuat tuduhan 

terhadap seseoirang yang tiidak dapat diibuktiikan kebenarannya, tiindakan 

tersebut dapat berpoitensii diikualiifiikasiikan sebagaii tiindak piidana fiitnah 

sebagaiimana diiatur dalam Pasal 434 Undang-Undang Noimoir 1 Tahun 

2023 tentang KUHP. Dii sampiing iitu, perbuatan tersebut juga dapat 

diianaliisiis sebagaii tiindak piidana pencemaran nama baiik berdasarkan 

ketentuan hukum piidana umum yang memiiliikii keterkaiitan dengan 

pengaturan dalam Pasal 27A UU IiTE. Koinstruksii hukum tersebut 

berkaiitan dengan pengaturan deliik pencemaran sebagaiimana tercantum 

dalam Pasal 433 KUHP. Dengan demiikiian, praktiik penghakiiman 

melaluii mediia soisiial memiiliikii dasar hukum yang cukup kuat untuk 

diilakukan peniindakan, baiik melaluii ketentuan piidana dalam UU IiTE 

maupun melaluii aturan mengenaii pencemaran dan fiitnah yang terdapat 

dalam KUPl. 

2. Pertanggungjawaban piidana dalam praktiik penghakiiman melaluii mediia 

soisiial dapat diikenakan kepada piihak yang secara langsung melakukan 

pembuatan, pengunggahan, dan penyebaran iinfoirmasii elektroiniik yang 

mengandung serangan terhadap kehoirmatan atau nama baiik seseoirang, 

sehiingga meniimbulkan peniilaiian atau penghakiiman oileh masyarakat 

terhadap iindiiviidu tersebut. Iindiiviidu tersebut dapat diimiintaii 

pertanggungjawaban piidana karena telah memenuhii unsur-unsur 

pertanggungjawaban piidana, yaiitu memiiliikii kemampuan untuk 

bertanggung jawab, melakukan perbuatan dengan kesengajaan (doilus) 

berupa kehendak untuk merekam dan menyebarluaskan iinfoirmasi i 

kepada masyarakat luas, serta tiidak terdapat alasan pembenar maupun 

alasan pemaaf yang dapat menghapuskan siifat melawan hukum dari i 

perbuatannya. Daliih untuk memperiingatkan masyarakat, mencarii 
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perhatiian publiik, atau mengungkap dugaan tiindak piidana tiidak dapat 

serta-merta diijadiikan alasan pembenar apabiila diilakukan dengan cara 

menyebarluaskan iidentiitas dan tuduhan kepada publiik tanpa melalui i 

mekaniisme penegakan hukum yang sah. Perbuatan tersebut justru 

meniimbulkan kerugiian terhadap kehoirmatan, nama baiik, dan martabat 

seseoirang serta berpoitensii menghambat terwujudnya asas praduga 

tiidak bersalah dalam proises peradiilan piidana. Dengan demiikiian, piihak 

yang melakukan penghakiiman melaluii mediia soisiial harus 

mempertanggungjawabkan perbuatannya secara piidana sesuaii dengan 

ketentuan yang diiatur dalam Undang-Undang Iinfoirmasii dan Transaksi i 

Elektroiniik maupun Kiitab Undang-Undang Hukum Piidana Nasiioinal. 

B. Saran 

Berdasarkan hasiil peneliitiian yang telah diipaparkan, Penuliis 

menyampaiikan beberapa saran yang diiharapkan dapat menjadii masukan 

bagii beberapa piihak, yaiitu: 

1. Kepada Pemeriintah dan Aparat Penegak Hukum 

Kepada Pemeriintah, khususnya Kementeriian Koimuniikasii dan 

Diigiital serta lembaga terkaiit laiinnya, diiharapkan dapat memperkuat 

upaya edukasii dan liiterasii diigiital kepada masyarakat mengenaii 

penggunaan mediia soisiial yang bertanggung jawab serta riisiikoi hukum 

darii penyebaran iinfoirmasii yang belum terveriifiikasii. Selaiin iitu, 

Pemeriintah juga diiharapkan dapat menyusun kebiijakan yang lebiih 

koimprehensiif terkaiit perliindungan hak atas kehoirmatan, nama baiik, 

dan priivasii iindiiviidu dii ruang diigiital tanpa mengabaiikan hak masyarakat 

atas kebebasan berekspresii. Kepada Aparat Penegak Hukum, 

diiharapkan dapat lebiih respoinsiif dan koinsiisten dalam menangani i 

kasus-kasus penghakiiman melaluii mediia soisiial dengan 

mengedepankan priinsiip praduga tiidak bersalah serta menerapkan 

ketentuan piidana yang relevan, baiik yang diiatur dalam Undang-Undang 

Iinfoirmasii dan Transaksii Elektroiniik maupun Kiitab Undang-Undang 



88 

 

Mirza Athaya Ghaisan Hakeem, 2026 

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENGHAKIMAN MELALUI MEDIA SOSIAL 

(TRIAL BY SOCIAL MEDIA) 

UPN “Veteran” Jakarta, Fakultas Hukum, S1 Hukum 

[www.upnvj.ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.repository.upnvj.ac.id] 

Hukum Piidana Nasiioinal. Penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku 

triial by soiciial mediia diiperlukan guna memberiikan kepastiian hukum, 

meliindungii hak-hak iindiiviidu yang menjadii sasaran penghakiiman 

publiik, serta mencegah terulangnya praktiik serupa dii kemudiian harii. 

 

2. Kepada Masyarakat 

Masyarakat diiharapkan dapat meniingkatkan kesadaran hukum 

dan etiika dalam menggunakan mediia soisiial, khususnya dalam 

menyiikapii iinfoirmasii yang berkaiitan dengan dugaan tiindak piidana atau 

periistiiwa yang meliibatkan iindiiviidu tertentu. Masyarakat hendaknya 

tiidak terburu-buru menyebarluaskan iinfoirmasii, foitoi, maupun viideoi 

yang belum terveriifiikasii kebenarannya karena tiindakan tersebut 

berpoitensii meniimbulkan kerugiian terhadap kehoirmatan, nama baiik, 

dan hak-hak iindiiviidu yang bersangkutan. Apabiila menemukan dugaan 

tiindak piidana, masyarakat sebaiiknya menempuh mekaniisme hukum 

yang tersediia dengan melapoirkannya kepada aparat penegak hukum 

dariipada melakukan penghakiiman melaluii mediia soisiial. Selaiin iitu, 

masyarakat juga perlu berperan aktiif dalam menciiptakan budaya diigiital 

yang menjunjung tiinggii asas praduga tiidak bersalah, menghoirmatii hak 

asasii manusiia, serta mengedepankan veriifiikasii iinfoirmasii sebelum 

memberiikan peniilaiian atau menyebarluaskan suatu kointen kepada 

publiik. 

 

 

 

 

 

 

 


